' BUPATI BOMBANA

NOMOR 52 TAHUN 2018
|

|
TEHTAN G

MEKANISME MUT&SI PEGAWAI NQGEH SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

=

PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

| :-

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| BUPATI BOMBANA,

halhwa untuk meﬂ:i;ja.min objektivitas dan transparansi proses
fnutam Pegawal Negen Sipil antar instansi pemerintah pada
PﬂFnenntah Kabul:}(aten Bombana perlu menetapkan Peraturan
Bupatl ‘tentang Mf:kamsme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar
Jngtanm Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Bombana;

{ | I
. bahwa herdasarlqan pertimbangan sebagaimana dimaksud

fmlrul‘ a, perlu menﬁetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang
}.&¢kamsme Muta31 Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi

JPelmenntah Pada fi’emenntah Kabupaten Bombana.
Umdang -Undang : Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pe{nyelengga:aan Nega.ra yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
a[{dlum dan Nepotjiisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
’F thun 1999 Nnmnr 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

]nr:lnnema 3851); | |

: U dang-Undang ?Iomur 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan

K bupaten B{Jmhana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kplaka Utara Prqwmm Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara

' Republik Indonesia Nomor 4339);

|Rapubhk IndunesFa Tahun 2003 Nomor 144, Lembaran Neg 4{

]
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|
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. Undang-Undang quor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

hf;egara {Lembaran|Negara Republik Indonesia Tahun 2014

or 6, ’I‘ambah{m Lembaran Negara Republik Indonesia
Nfﬂ:l:or 5494); |
: L!nda.ng -Undang quﬂr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daelrah [Lcmharan' Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nu or 244, Tambqhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagatmana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang—Updang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Herhbahan Kedua A:étas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ti_'m g Pemcrmtapan Daerah (Lembaran Negara Republik
Ihd nesia Tahun 21.?15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
R*e yublik Indnneslal Nomor 5679);
; F‘erhturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
(%ﬁil Pegawai Negerl Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
’Eaj:n 1977 NumuT 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
!n nesia Nomor 3:1598} sebagaimana telah diubah beberapa kali
tfl'$.khlr dengan Pdraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
Lt:smcg Perubaha:L Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Ncmor 7 Tahun 1.' 77 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
$ ;;111 (Lembaran N&gara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
123); |
; f‘f: aturan Femﬁnntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
19& awai Negeri Si,pﬂ (Lembaran Negara Republik Indonesia
Ta‘nun 2010 Ncmqr 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indlonesm Nomor 51 35);
y Pel‘amran Pemcnntah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian

I‘n| onesia Tahun 2 11 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
quubhk Indnnesw. Nomor 5258);

: PJE,lraturan Mentcm Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
fPe!mbentukan Pmﬁuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
lndoneala Tahun 20 15 Nomor 2036},

. ‘F’ raturan Pﬂmarmtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
:Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
anmar 144, Tamﬂl;ahan Lembaran Negara Republik Indope
INomor 5887); | f%a

|
Przstam Kerja F’eg wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

:




10,

11.

12.

13,

14.

15.

FJpr.aturan Pemeriﬁtah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Mapa_]emen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Zq}l?' Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

|
1

Fiel: ublik Ind-:::nesm Nomor 6037);
Hequtusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun

2003 tentang P¢tunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
ch'mrmtah Nﬂmur 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Fcngangkatan Feqmdahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Blpﬂ

Ferpmran Daerah Kahupatﬂn Bombana Nomor & Tahun 2008
tenl‘.ang Urusan Pemermtahan yang menjadi Kewenangan
I{abupat&n Bumbana

Perpturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
ttnt.ang Pembentmkan dan Susunan Perangkat Daerah
I?atLuaten Eombana

Pemturan Bupati Bpmbana Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kode
Et:\-'< Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Penjldelegasxan We&'enang Penandatanganan Produk Hukum
-::Ilaﬂ; Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian di Lingxup
Ef'f:lincrintah Kahup?ten Bombana.

MEMUTUSKAN :
i ¥

WAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
A PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

Menetapkan : RATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUTASI
P%g

'BABI
KETENTUAN UMUM

%Pasal 1

Dalam Peraturan -ELlpati ini yang dirinaksud dengan:

| 1 :
1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

. |

2. Instansi Pusat
kesekretariatan
nonstruktural.

adalah kement&_rian, lembaga pemerintah nonkementerian,
lembaga tnegara, dan  kesekretariatan lembaga

| /
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17,

18.

(1)

(2)

Instansi Dacréh lain adalah picrangkat daerah provinsi dan perangkat
daerah kabupdten/kota lainnya. |

Daerah adalah Kabupaten Bombana

Pemerintah Daerah adalah Pemerhntah Kabupaten Bombana.

Bupati adalahﬁ pati Bombana. |

Badan Kepeggw ian dan Pengpmbangan Sumber Daya Manusia, yang
selanjutnya  disingkat BKPSEI}M adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangaq umber Daya Mamusm

Kepala Badan! Q(F pegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya
disebut Kepala SDM adalah kcpala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bombana. i

Perangkat Dacrah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bombana.

Kepala Perang t Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bombanq,

Pegawai Negeﬁl ipil yang scianjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi sytarat tertentu, diangkat sebagai pegawal
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk
menduduki Ja'ba n pemenntahan

Mutasi adaiah ' pemindahan pegah-.ral dari satu jabatan ke jabatan lain.

Mutasi masuk adalah perpmdahan PNS dari Instansi Pusat atau Instansi
Daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Bombana.

Mutasi kelue*r - adalah perpmplahan PNS dari Pemerintah Kabupaten
Bombana ke IhsLanm Pusat ata\%nstfmsi Daerah lain.

Pemohon adalaﬂ PNS yang mengajukan permohonan mutasi.

Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan dari para pemohon
untuk menda]:ua tkan PNS yang kbmpeten untuk mengisi formasi jabatan yang
lowong. ‘-

Tim Seleksi =a alah tim yang ditunjuk oleh Kepala BKPSDM untuk
melaksanakaxgl leksi terhadap pemohon mutasi masuk ke Pemerintah
Kabupaten qu ana.

Formasi PNS yang selan;utn},raldisebut dengan formasi adalah jumlah dan
susunan pangkat PNS yang dlpep'lukan dalam suatu satuan organisasi negara
untuk mampﬁ melaksanakan tl#gas pokok dalam jangka waktu tertentu.

'BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

‘Pasal 2

Peraturan Qupati ini disusurfg_ dengan maksud sebagai pedoman dalam
penyelenggaqiraan proses pcr%tnohonan mutasi PNS pada Pemerintah
Daerah. ! :

1
Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

a. untuk rjmenjamm peiaksadaan mutasi PNS dilakukan secara obj %f L

dan transparan; i
!




(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

{
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i
|
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i

b. untuk menjamin kesinan‘ibungan kinerja organisasi perangkat
daerah melalui mutasi; dan :
c. untuk memnperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan

Femerinm,}l Daerah. I

_; TAB i
|
| ASAS

i?asal 3
Penyelenggaraan mutasi PNS befrdasarkan asas:
a. profesiuﬁai:; |
objektif Ja+ transparan;
prusedu%&li

mudah qiaLses; dan

i
tanpa biaya.
|

o 0 @& O

Asas prufesibn ! sebagaimanaf- dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu
mutasi PNS éiilEkukan tanpa ir%itervensi dari pihak manapun dan dilayani
oleh petugas 'ryalrlg kompeten. |

Asas objekti} qan transparanlsebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b
yaitu mutas'% PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas,
terukur, dan}dq.pat dipantau pl*:psesnya.

Asas pmsetiullal sebagaimane@ dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yaitu
mutasi PNS-t.j!iil' ksanakan sesu{!_i tahapan yang telah ditetapkan.

Asas muda]*é iakses sebagai#ana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu
proses mutl:asq PNS dapat ﬁiakses dengan mudah melalui saluran
informasi yaijlgiditetapkan. |

Asas tanpajb:Eya sebagaimar;a dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu

dalam proses mutasi PNS tidal% dipungut biaya apapun.

!
|
&
!

'BABIV
PERMOHONAN MUTASI

: Pasal 4

Formasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.

Permohonan leitasi masuk dapaﬂ::dilakukan'nleh pemohon atau dari Pgjabat
Pembina Kepega!waian asal pemnhqffon.

i  Pasal 5

%

i |




i
i |

Permohonan mutaisi keluar dilakukan oleh pemohon.
|

i
|

[%asale

I%asal 7

(1) Permohonan éysng tersedia futmasinya kemudian mengikuti tahapan

seleksi.

(2) Permohonan é.fang tidak tﬂrsﬂdit;l formasinya dapat langsung diterbitkan
surat jawaban oleh BKPSDM. |

!:’asal 8

Permohonan mutéam keluar dida'sakkan pada formasi dan masukan Kepala
|
Perangkat Daerah secara tertulis.

[
it
BAB V
| PERSYARATAN DAN PROSEDUR
i:
Bagian Kesatu
Fei‘syaratan
|
Pasal 9

(1) Persyaratan mutasi masuk yaitu:

a.
b.

C.

berstatus sebagai PNS aktif;
memiliki f-:u*‘npetenm yang d}.butuhkan,

berusia ;?ai ng tinggi S [14113.} tahun sebelum mencapai batas usia
pensiun tpr itung pada saai pengajuan surat permohonan;

nilai setqa unsur pemlaian prestasi kerja pegawai minimal baik
dalam 2 [51 a) tahun terakhilr

belum pq}rqah dan tidak qfedang menjalani hukuman disiplin tingkat

ringan, faetlang, atau berat dan tidak sedang dalam proses
pemenksﬁajn karena dugaa$ pelanggaran disiplin dan/atau pidana;
tidak sqd ng menjalani imasa tugas belajar atau tidak sedang
mr—:njalam | asa ikatan dlna.s untuk mengabdi di instansi asal;

tidak sddjng dalam pmbcs perceraian dan tidak sedang dalam

permasalahan keluarga;

bersedia Jd:lempatkan di selluruh wilayah Daerah;

bersedia rqengabdl di Daek'ah paling sedikit 4 (empat) tahun, kecuali
meng;lku;:l suami paling sedikit 2 {dua) tahun;

bersedia] tidak akan merilgajukan cuti di luar tanggungan Negara

paling scid:i-nt 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah;

|
{
i o

=h




(2)

,
i |
{
|
|
I

k. tidak mem%m*:ut diangkat men]i\_jadi pejabat struktural;

1. tidak memhi i pinjaman uan? di bank atau pihak lain;
m. sehat jasrlh | i, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lairﬂjn}ia. |

Persyaratan sébég_aimana dimakisud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

plit |

fotokopi $u1’at keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
fotokopi $uTat keputusan ppngangkatan PNS yang dilegalisasi;
fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;

oo o

fotokopi _@ija!sah, transkrip gnilai, dan izin belajar atau tugas belajar
bagi yang q\empemleh ijazah selama menjadi PNS yang dilegalisasi;

fotokopi ]sﬂrat. keputusan qua_lbatan terakhir yang dilegalisasi;
+ !

o, B 5

daftar riwayat hidup; i

g futokcpfs saran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua)
tahun terakhir yang dilegalisasi;

h. fotokopi pegawai yemfg dilegalisasi;

i, fotokopi surat nikah atau qikta cerai yang dilegalisasi;

j.  fotokopi| surat keputusai:m konversi nomer induk pegawal yang
dilegalisasi;

k. surat keterangan dari pejabat berwenang belum pernah dan tidak
sedang :pﬂhjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang
menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana
serta memiliki kinerja yang baik;

l. surat p@rr}yataan bersedié ditempatkan di seluruh wilayah Daerah
yang bermaterai cukup; |

| e ; A

m. surat pernyataan bersedia mengabdi di Daerah paling sedikit selama
4 (empat] tahun sejak ditempatkan di Daerah, kecuali karena
mengik ti’i suami paling sedikit 2 (dua) tahun yang bermaterai cukup;

n, surat pernyataan tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan
Negara bajing sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di
Daerah yang bermaterai cukup;

0. surat ﬂe vataan tidak :h_'ncnuntut untuk diangkat dalam jabatan
struktural bagi pemohon j(ang telah menduduki jabatan struktural di
instansl(a yang bermaterai cukup;

p. surat keterangan dari | pejabat yang berwenang tidak sedang
menjala@nﬂ tugas belajar dan tidak sedang menjalani masa ikatan
dinas untuk mengabdi di instansi asal;

! 1

q. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak mempunyai
pinjaman uang di bank atau pihak lain;

r. surat Ij:t rangan sehat jai:imani dari dokter pemerintah;

s. surat Keterangan schat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah

sakit pemerintah; |
t. surat EJ«eI:f:faungﬂr}:& behaﬂﬁ narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya dari dokter pemerintah; f
| |
|
L e i




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

i‘_ﬁedang dalam proses perceraian yang
I

surat pern vataan tidak sedang dalam permasalahan keluarga dan
menyetujui proses mutasi dlan suami/istri yang bermaterai cukup; dan

surat pérn vataan tidak
bcrmateral cukup; dan

berkas lain|yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi.
i P%isal 10
|

Persyaratan rii:n.:. tasi keluar yaitu

a,

tidak terikat kewajiban rrﬂ;gngabdi di Daerah untuk jangka waktu
tertentu;; |

mendapat rsetujuan Kepgla Perangkat Daerah;

tidak seciarLg melaksanakaﬁ tugas belajar; dan

tidak sﬁ:d g dalam prases pemeriksaan karena pelanggaran

hukurnan ﬁllstplln / pﬂﬂ]&l’ﬁ.l

Pers}raratanl utasi keluar aebagalma_na dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan} apabila formasi $ES‘U,&1 kompetensi yang dimiliki pemohon
{0 i

telah tcrcukq:piir |

Bagi PNS ya?g‘tenkat kewa_]lbe*n mengabdi 5 tahun sejak diangkat sebagai
Calon PNS dalp telah melewaﬁ batas ikatan kewajiban mengabdi dapat
dlrekomendasllﬂan apabila:

a.
b.

C.

memenuhﬂketentuan ayat [!1],

alasan yfmg diajukan kareqa mengikuti suami; dan

telah a@ ngeganti atau F.elelasan pengganti dari Kepala Perangkat
1

Daerah F u BKPSDM. '

Mutasi keluar dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada
| :

ayat (3) setelah memenuhi masfﬁ kerja selama 5 (Lima) tahun.

Persyaratan administrasi mutasi keluar yaitu:

a.
b.

C.

m

surat réqfkﬂmendasi dari Klﬂ:pala Perangkat Daerah;
t‘ntokopi surat keputusan i;engangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
fotukop;k surat keputusan {pcngangkatan PNS yang dilegalisasi;

|
fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;

fﬂtukup; :]Eza.h terakhir yang dilegalisasi;

Iﬂtﬂkc:-pa sura keputusanbabatan terakhir yang dilegalisasi;
fatuknpi Sasaran Kerja Pegawal dan Penilaian Prestasi Kerja PNS

2 [dua]l tahun terakhir yahg dilegalisasi;

fotokupl artu pegawai yang dilegalisasi; dan

berkaslp ndukung lain }r#ng dibutuhkan oleh BKP‘SDM 7
| |

]

|

l .
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Baglhn Kedua

Prosedur permohohan mutasi masuk sebagai berikut:

(1) Prosedur permohonan oleh pemdi:;hnn sebagai berikut:

a. pemochon

o

nenyampaikan *j.lrat permohonan kepada Bupati dengan

tembusan |Kepala BKPSDM yang dilampiri dengan persyaratan
permohuihan mutasi; '

b. BKFSDMi melakukan seleH:::si dan menyampaikan hasil seleksi kepada
Bupati ujntuk mendapatkaril rekomendasi;

¢c. BKPSDM menerbitkan sprat jawaban berdasarkan rekomendasi
Bupati s%bagalmana dlmalqswd pada huruf b;

d. surat jfwahan sebagmq}ana dimaksud pada huruf c¢ Dberisi
persetujuan dipergunaka.ﬁi sebagai dasar pemohon memproses
permohtj:um kepada chabért Pembina Kepegawaian asal.

(2) Prosedur pe mohunan oleh Fejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon
sebagai beriki f

a. Pejabat éFembina chega\laian asal pemohon menyampaikan surat

permoh nan kepada Eupqn atau dilakukan secara berjenjang sesuai
dengan ,ce entuan peraturepn perundang-undangan;
b. BKPSD
Bupati untuk mcndapatkah') rekomendasi;
c. BKPSD

elaksanakan sélekm dan menyampaikan hasil seleksi kepada

enerbitkan surhtjawaban berdasarkan rekomendasi Bupati.

Pasal 12

kajian dan n‘;e yampaikan hasiln}ra kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;

c. BKPSDM }::-e dasarkan pei'tlmbangan Kepala Perangkat Daerah
me!akukani jian asp-ak. formasi dan administrasi kemudian

menyampaiﬁa hasilnya kqpada Bupati berupa telaah staf untuk
mendapatkan rekomendasi;

d. BKPSDM |berdasarkan re]émmendasi Bupati menerbitkan 3uratL

rekomendasi/surat jawaban. | J




' ﬁ;asal 13

PNS yang menga‘lukan permﬂhﬂnail mutasi masuk dan keluar ditetapkan
penempatan dan pi:nugasannya setelfﬁl:l perpindahannya ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang. |

BAB VI
SELEKSI MUTASI MASUK

|

Pé:l_ra'graf 1
| Mali;cri Seleksi
| Pasal 14
(1) Materi seleksé disusun herdasar#an kebutuhan.
(2) Penyusunan materi seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
(3) Tim seleksi di}bentuk dan ditetaﬁkan oleh Kepala BKPSDM.

Féragraf 2
" Jer:his Seleksi

|
Seleksi mutasi masuk meliputi: !

a. seleksi adminiﬁtrasi;
| !
b. tes knmpetegnﬂl, |

penilaian kinerja dan sikap peplaku dan
d. penilaian ké&ehata,n. |
| ]_:'asal 16
Seleksi administrq':asi sebagaimana d.iimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan
untuk mengkaji Esubstansi sesuai% persyaratan dan meneliti kelengkapan

berkas sehagaima?nﬂ. dimaksud Fa-sa?]: 9 ayat (1) dan ayat (2).

| Pasal 17
(1) Tes kompeteinai sebagaimana diimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

a  tes komperenm bidang Jabatan

b. tes kamperenm komputer.:dan

I
c. tes Wawqcara

(2) Tes komp&tensx bidang ]abatan dilaksanakan untuk meng fhui

kemam puan], bidang jabatan. (fj’?

i
|




(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Penilaian kinerja da

a.

Tes kompetensi bidang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan secara tertulis.

Tes kompetensi komputer dilakqfkan melalui praktik komputer.

Tes kompetensi komputer dilakukan untuk mengetahui kemampuan

komputer sesuai batas nilai yani; ditentukan.

Wawancara | dilaksanakan iﬁtuk mendalami kemampuan umum,

kemampuan | bidang, kcmamquan berfikir konseptual, motivasi, dan

kepribadian pe ohon.

Wawancara ae agaimana dlmaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tatap

muka.

Pasal 18

Batas nilai tes komputer sebagﬁimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5)

yaitu:

a. 90 - 100 = baik sekali;

b. 75~89,
c, . Of="7T4.
d.  45-99,
e. 0 =44,

i
£

baik;
cukup;
kurang; dan

: sangat kurang.:

Peserta dinyatakan memenuhi kompetensi komputer apabila mencapai

nilai paling r?'!m
Peserta denéar
(satu) kali.
Peserta dengat
namun nilai te

komputer.

iah 60 (enam puluh).
\ nilai di bawah 60 dapat diberikan tes ulang sebanyak 1

1 nilai di bawa.h 60 dan telah melaksanakan tes ulang
tap di bawah E_D dinyatakan tidak memenuhi kompetensi

Paragraf 3
Penilaian Kinerja dan Sikap Perilaku

I
iPasal 19

n sikap perilaku dilakukan melalui:

melakukan qaenelitian dan kajiiia;tn atas nilai dalam daftar penilaian presiasi

kerja pegawéi;

surat keterangan dari pejabat berwenang belum pernah dan tidak sedang

menjalani ilukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani

pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/ pidana; dan

erdasarkarj h
baik.

asil penelusursin memiliki kinerja dan rekam jejak g)L
; 4l




Pe*gra.graf 4
Penilaiﬁn Kesehatan

=; Pasal 20

Penilaian keschat}m dilaksanakan ';sec.ara administratif berdasarkan surat

keterangan sehat cia_:i dokter yang berwenang terdiri atas:
1

a. surat ketcrangah sehat jasmani; |
!

b. surat keteranga,n Fhat jiwa; dan ;'

c. surat keterangan ebas narkntlkai psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

: Ii[!aragraf 5

-4 Hasli;l Penilaian
| |

|

1

Fi’asal 21

(1) Penilaian mu}asni masuk dilakul%an dengan mempertimbangkan:
a. kajian fc:]'rmasi; |
b. seleksi af_;:lministrasi;
c. hasil tre:s§i kompetensi; |
d. kinerja d:ran sikap pcrilaku;!gdan
€. kcsahatan '
(2) Hasil penilaian!mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. dapat dili::e rtimbangkan;
b. masih dilapat dipertimbangi{an'
¢c. belum dapat dlperu:nhangkan atau
d. tidak da% tdlperumbang@n

|
(3) Hasil penilaian sebagaimana -::iin?paksud pada ayat (2) disusun oleh BKPSDM
dalam benéule: kajian yan# disampaikan kepada Bupati untuk

mendapatkab rekomendasi.

1 ;
(4) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

1
' 1 %
a. persetujuan permohonan mutasi; atau

b. penulalép_n permohonan rnl;ltasi.

| |
| Pasal 22
i |
(1) Rekomendasi persetujuan permohonan mutasi berlaku selama 6 (enam)

I
bulan sejak tanggal d1tarb1tkar4
(2) Masa berlsiku rekumendasi persetujuan permohonan mutasi dapat

diberikan pe}rp anjangan untukgangka waktu 6 (enam) bulan. C%
| |

i
| I
! !
] !
! |
| |




é
1

(3) Ferpanjangari rekomendasi sebiggaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
diberikan denigan ketentuan:
a. masih tefsedia formasi lowcing; dan
{ i

b. diajukani sebelum masa beﬂ;lakunya rekomendasi berakhir,
% I

ah

SELEKSI MUTASI KELUAR

l?asal 23

Seleksi mutasi kEl‘;..laEtI‘ meliputi:

a. kajian; dan
i |
i |

b. penilaian. |
5 ﬂ?asal 24

i

Kajian mutasi k‘leluar sebagaimai;a dimaksud dalam Pasal 23 huruf a

dilakukan dengqn mengkaji suhﬁtansi sesuai persyaratan dan meneliti

kelengkapan berk:aﬂ sebagaimana cﬂimaksud dalam Pasal 10 ayat (1], ayat (2),

ayat (3), dan ayat {41

%‘asaﬁ 25

(1) Penilaian dil@k.ukan dengan mémpertimhangkan hasil kajian formasi dan
administrasi%

(2) Penilaian seﬁag;aimana dimaksi._zd pada ayat (1) yaitu:
a. dapat di_pf rtimbangkan; ai{au
b. tidak dsl_ipﬂt dipertimhangl{!:gn.

(3) Pemohon n’i‘utasi keluar dapaf;t melanjutkan proses/tahapan berikutnya

apabila meni:la patkan peniiaiari dapat dipertimbangkan.

! IE
1

| BAB VIII
HASIL PENILAIAN

%IPasal 26

i

Hasil penilaian d}sampaikan kepadh pemohon secara tertulis melalui:

I
b. bagi ;}emohoh mutasi keluar disampaikan melalui Kepala Per

a. bagi pemuhon’mutasi masuk dilchrimkan melalui jasa pengiriman; dan
kat ‘L

Daerah.




|
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{
i

; Fi;;xsal 27

Hasil penilaian siebagaimana dims:#fksud dalam Pasal 26 menjadi dasar

pemohon dalam mizla ksanakan rnutaiai,

BAB IX
i Pq:anuwr
I%asal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku ﬁ%lda tanggal diundangkan.
Agar setiap orané mengetahuinya, irmemerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini denganépf nempatannya dﬁlam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

;
i . I
PARAF KOORDINASI _ § Ditetapkan di Rumbia
UNET/SA KERJA | PAR pada tanggal, 27 NeVEuRER 2018

8 7 BUPATI BOMBANK,

LT Y

NO
1
2 [
3
4
5

H. TAFPIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 27 Aovenee2018

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY
BERITA DAERAH KABUPATEN Bnqmam TAHUN 2018 NOMOR... %

1
|
% :
i I
| I
i i
} i
i |
i !
1 |
i ¥
i I
i I
| {
i Ii
1 |
i |
' ¥
i i
i {
i ¢
i !
'i
| |
i !
| i
| I
i I
| H
i I
i
{ |
i |
|
# |
| |
{ i
i i
i i
3 I
1 i
; 1
{ t
{ |
: |
{
1
¥ S




REALISASI PINDAH WILAYAH KERJA MASUK DAN KELUAR TAHUN 2018

URAIAN | JUMLAH KET

JUMLAH PEGAWAI 3339
PINDAH MASUK 10

PERSENTASE PINDAH MASUK

Jumlah Pegawal Nege}ri Sipil yang pindah Masuk , seperti yang teriihat pada grafik di atas, dimana
pada Tahun 2018 tangga 31 Oktober sebanyak 9 orang dari 14 Berkas yang Mengusul, untuk jumiah

pegawal secara keseluruhan sebanyak 3339 Orang PNS, atau 0,27 % dari jumlah PNS yang ada di
Kabupaten Bombana

URAIAN JUMLAH KET
JUMLAH PEGAWAI 3339
PINDAH KELUAR 10

PERSENTASE PINDAH KELUAR

Jumiah Pegawai Négéri Sipil yang pindah Keluar , seperti yang terlihat pada grafik di atas, dimana
pada Tahun 2018 tangga 31 Oktober sebanyak 10 orang dari 12 Berkas yang Mengusul Pindah Keluar,

untuk jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 3339 Orang PNS, atau 0,30 % dari jumlah PNS
yang ada di Kabupaten Bombana
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REALISAS! PINDAH WILAYAH KERJA MASUK DAN KELUAR TAHUN 2017

URAIAN JUMLAH KET
JUMLAH PEGAWAI 3583
PINDAH MASUK 26|

PERSENTASE PINDAH MASUK

Jumiah Pegawai Negeti Sipil yang pindah Masuk , seperti yang terlihat pada grafik di atas, dimana
pada Tahun 2017 sebanyak 26 orang, untuk jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 3583
Orang PNS, atau 0,73 % dari jumiah PNS yang ada di Kabupaten Bombana

URAIAN JUMLAH KET
JUMLAH PEGAWAI 3583
PINDAH KELUAR 46

PERSENTASE PINDAH KELUAR

Jumlah Pegawai Negr:iri Sipil yang pindah Keluar , seperti yang terlihat pada grafik di atas, dimana
pada Tahun 2017 sebanyak 46 orang, untuk jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 3583
Orang PNS, atau 1,28 % dari jumiah PNS yahg ada di Kabupaten Bombana




| I
HEALISIHS! PiHDM‘I WILA‘I"AH KERJA MASUK DAN KELUAR TAHUN 2016

URAIAN : JUMLAH KET
JUNLAH PEGAWAI I 3870
PINDAH MASUK | 19
~ PERSENTASE PINDAH MASUK

B JUMLAH PEGAWAI
= PINDAH MASUK

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang gpindah Masuk , seperti yang terlihat pada grafik di atas,
dimana pada Tahun 2016 sebanyak 25 orang, untuk jumlah pegawai secara keseluruhan
sebanyak 3870 Orang PNS, atau 0,49 % dari jumiah PNS yang ada di Kabupaten Bombana.

| URAIAN . JUMLAH KET
| WMLAH PEGAWAI 3870
PINDAH KELUAR 441
| PINDAH KELUAR
i ¥

® JUMLAH PEGAWA!
W PINDAH KELUAR

Jumiah Pagaﬂai Negeri Sipll PadaETahun 2016 sebanyak 3870 orang, dengan berahlinya dan
atau rneiehi,lrrﬁra Sebagian OPD dilir:ﬁgkup Kabupaten Bombana, Provinsi dan Pusat sehingga PNS
daerah yan:g bd'FraEih ke provinsi dan'kementriaﬂ Susual PERKA BKN Nomor 48 Tahun 2015 dan
Perka No. @ hun 2015 sebagai benkut

Pengawas Pen]amhangan 12 Orang |

Inspektur L!strik 1 Orang

Dinas Kehutanan 42 Orang dan

Tenaga Gunu SMA Dan SMK 386 Drang Sehingga berjumlah 441 Orang

Jadi untu prenLase Pegawai Pindah Feluar pada tahun 2016, 11,40 % dari jJumiah PNS yang ada di
Kabupaten Bnmbana




